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PUTUSAN
Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Jbg
> A0, ™
@\:&"/ T — /'./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai talak antara:
Pemohon, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Tani, bertempat tinggal di Dusun Gedangkeret, RT003,
XXXXX Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
sinil5121977@gmail.com,
Pemohon;
Lawan
TERMOHON, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025
telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jombang, Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 03 Februari 2025
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1983, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten
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Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX
tertanggal 26 Oktober 1983;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon selama 35 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak
yang bernama :

AAAAAAA usia 38 tahun ( Jombang Tahun 1987 );

277777777 usia 36 tahun ( Jombang Tahun 1989 );

3. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
disebabkan Termohon memiliki sifat egois dimana setiap terjadi
permasalah kecil selalu dibesar-besarkan, sehingga sejak kejadian itu
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada
keharmonisan lagi, Pemohon sudah mencoba bersabar dan
mengingatkan Termohon untuk berubah namun Termohon tetap saja tidak
pernah berubah ;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan untuk
tinggal dirumah saudaranya ( tetangga ) karena Termohon sudah tidak
menginginkan tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan selama pisah
tempat tinggal Pemohon berniat untuk memberi nafkah lahir kepada
Termohon, akan tetapi Pemohon menolaknya, yang akibatnya Pemohon
dan Termohon berpiah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai
dengan ketentuan syara’, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah
kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta
lima ratus ribu rupiah ) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon
sejumlah Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah );

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
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Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Primer,;
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2.Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;
3.Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum
ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4.Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum
dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan mengajukan permohonan
pencabutan materi gugatan terkait nafkah iddah dan mut'ah;;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK XXXXXX tanggal 20-09-2012 Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jombang Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 26 Oktober 1983. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B.SAKSI
Saksi 1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri
sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama AAAAAAA dan
277777777
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan Termohon memiliki sifat egois dimana

setiap terjadi permasalah kecil selalu dibesar-besarkan
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- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sekitar 5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
Saksi 2. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kakak ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri
sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama AAAAAAA dan
1727777777,
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan Termohon memiliki sifat egois dimana
setiap terjadi permasalah kecil selalu dibesar-besarkan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sekitar 5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati
Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon
tetap pada dalil-dalii permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,
sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois dimana
setiap terjadi permasalah kecil selalu dibesar-besarkan;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonan
cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang
saksi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama
Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Pemohon
saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta tidak ada eksepsi dari Termohon
maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai
dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan
Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,
sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat
egois dimana setiap terjadi permasalah kecil selalu dibesar-besarkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan

saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai 2
orang anak, masing-masing bernama AAAAAAA dan 27272777777,
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat egois
dimana setiap terjadi permasalah kecil selalu dibesar-besarkan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 5 tahun;

4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi
saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun

usaha tersebut tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam
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kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi
tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya
suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, disebabkan Termohon memiliki sifat egois dimana setiap terjadi
permasalah kecil selalu dibesar-besarkan, mengakibatkan terjadi pisah tempat
tinggal secara terus menerus sampai sekarang selama kurun waktu 5 tahun
dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi
komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak salling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai
pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara
suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut
dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya,
tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap
saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak
menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau
berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif
lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan
dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan
pertengkaran fisik, dan kalaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh
orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa
terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan
yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat
tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar
fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk
lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara
Pemohon dan Termohon selama 5 tahun dan tidak pernah lagi kumpul rukun

layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan
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berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan
tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon tersebut diatas, telah menunjukkan hilangnya
kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat
kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 5
tahun, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai
suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau
memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang
tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan
keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan
Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu
sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki
isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya
perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi
mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang
menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada
perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan
mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan
dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan
senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim
yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin
merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada
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kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap
bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa
unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup
rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1
dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i
yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi

pendapat majelis hakim sebagai berikut:
1. al-Qur'an surah al-Baqgarah ayat 227 yang berbunyi :

Ols 0L FMall Ise e pulse grauw ol

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. al-Qur'an surah al-Baqgarah ayat 229 yang berbunyi

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk
lagi dengan yang ma’ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

3. Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair

halaman 62, yang berbunyi:

suwliall)s prio il il wlaoll
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Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan Pemohon terkait
dengan nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut maka oleh Majelis tidak lagi
dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi
atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan
dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Pemohon beralasan hukum
maka Termohon oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan
Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ((Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon ((TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Jombang;
4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19
Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irffan, S.H., M.Hum sebagai Ketua
Majelis, serta Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H;.
Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut
telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu

juga;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Hakim Anggota, Hakim Anggota
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Hairil Anwar, S.Ag. Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 40.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Penggandaan Gugatan Rp 50.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 360.000,00
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